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Direkloral Pendidikan Anak Usia Dini Non Fermal dan Informal {PALIDNI}
Kepala Dinas Pendidikan Frovinsi Acsh di Banda Acsh

Peraturan Menleri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 20
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini

Peraturan Menteri Pandidikan dan Kebudayaan Pepublik Indonesia Nomor 146 Tahun 20
lentang Kurikulum 2013 Pendidikan Usia Dini:

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan:

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susur
Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen:

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATI

BIREUEN TENTANG PEMBERIAN I1ZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA D
(PAUD} PROGRAM KB PERMATA BUNDA GAMPONG RHEUM BAROH KECAMAT,
SIMPANG MAMPLAM KABUPATEN BIREUEN SEPERT! TERSEBUT DALAM PETIK,
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI.

Memberi izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemu
dan Olahraga Kabupaten Bireuen kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAU
Permata Bunda untuk dapal melaksanakan program kegiatan belajar pada Pendidikan An
Usia Dini (PAUD) KB Permata Bunda Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.

|zin Operasional ini diberikan kepada Pendidikan Anak Usia Diri dengan ketentuan :

1. Program Kegiaten Belajar PAUD yang digunakan berpedoman pada program kegial
belajar PAUD yang berlaku,

2. Program Kegiatan Belajar PAUD menekankan pada pembentukan perifaku  d
pengembangan kemampuan dasar.

3. Prinsip Pelaksanaan Pembelajaran di FAUD adalah bermain sambil belajar atau bela
sambil bermain,

Tanggung Jawab dan Sumber Pembiayaan;

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini {PAUD} Permats Bunda selaku Penyelenggara
Pendidikan di PAUD yang bersangkutan.

2. Penentuan besamya dana yang dapat dipungut dari masyarakat untuk membar
penyelenggaraan PAUD ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara sekol
dengan peran serta masyarakat / Komite PAUD,

Keputusan ini berlaku 3 ( liga ; tahun, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai deng;

tanggal 16 Maret 2020, dengan keldrtuan apabila temyata terdapat kekeliruan dalz
penetapan ini, akan diadakan pertaikan kembali sebagaiman mestinya,

Ditetapkan . Di Bireuen
Pada tanggai © 16 Maret 2017

Ketua DPRK Kabupaten Bireuan
Camal Kecamatan Simpang Mamplam
Kepala UP" Dinas Pendidikan, Pemuda can Qlafraga Kecamatan Simoarc Mamalam
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BIREUEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR: 4/  TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK UiSIA DINI { PAUD ) PERMATA BUNDA
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN ( KB )
GAMPONG RHEUM BAROH KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM KABUPATEN BIREUEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN

Menimbang & bahwa Pendidikan Anak Usia Dini { PAUD ) Program Kolompok Bermain (KB) merupal
pelayanan Pendidikan bagi anak usia dini yang dilakukan di lingkungan Pendidikan Fon
d sngan maksud mempersiapkan anak didik memasuki jenjang Pendidikan lebih lanjut.

b.  bahwa Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini { PAUD ) Program Kolompok Bermain (t
bertujuan membanti pembentukan prilaku dalam pengembangan sikap, pengetahu
ketrampilan, daya cipta dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk pertumbuhan se
perkembangan selanjulnya.

¢.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b I
ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Prop,
Daerah Istimewa Aceh:

2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen ¢
Kabupaten Simeulu sebagaimana tslah diubah Undang ~ Undang Nomor 8 Tahun 2000;

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang — Undang Notmor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Undang - Undang Nomar 14 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Aceh:

Undang - Undang Momor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

Undang - Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;
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Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 lentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diul
untuk kedua kalinya dengan lindang-Undang Nomor 9 tahun 2015:

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia [
Holistik dan Integratif

0. Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;:
11, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
12, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan:

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009, tentang Peran Serta Masyarakat dal
Pendidikan Nasional:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggar:
Pendgidikan:
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